KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, MENTERI KEUANGAN DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1122.K/92/M.PE/1997
Nomor 32} /KkMK.01/1997

251/MPP/Kep/7/1997

TENTANG

TATACARA DAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG YANG DIPERGUNAKAN
UNTUK OPERASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
DAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, MENTERI KEUANGAN DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perluy
diadakan penyesuaian mengenai pengaturan tatacara
dan penyelesaian impor barang yang dipergunakan
untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi
dan pengusahaan sumberdaya panasbumi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf
a diatas dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 15
huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 45 .Tahun 1985,
dianggap perlu untuk menyempurnakan pengaturan
Tatacara dan Penyelesaian Impor Barang Yang
Dipergunakan Untuk Qperasi Pertambangan Minyadk

- dan Gas  Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya
Panasbumi ' dalam suatu Keputusan Bersama Menteri
Pertambangan dan Energi, Menteri Keuangan dan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang
. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 20790) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentan
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun - 1994 Nomor 59, ' Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3566) ;



O

Menetapkan

4 .

10.

11.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60,
Tampbahan Lembaran Negara Nomor 3567) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3264) sebagaimana telah diubah - dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3568) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang
Barang Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311);

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1
Juni 1981 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tanggal 1
Oktober 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden
Nomor 22 Tahun 1981; -

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tanggal 4
Agustus 1989 tentang Kerjasama Pertamina dengan
Badan Usaha Swasta dalam Pemurnian dan Pengolahan
Minyak dan Gas Bumi;

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tanggal 12
Nopember - 1991 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan, Pajak Pertamhahan Nilai dan
Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan
Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi
Untuk Pembangkitan Energi/Listrik;

Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal

17 Maret 1993 jo. Keputusan Presiden Nomor 388/M
Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TENTANG TATACARA DAN PENYELESAIAN IMPOR
BARANG YANG DIPERGUNAKAN' UNTUK OPERASI PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA
PANASBUMI .
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan
dengan

a.

Barang Operasi,

Pertamina,

Kontraktor,

Pasal 1

Bersama ini yang dimaksudkan

adalah semua barang dan peralatan

termasuk  kapal dan pesawat
terbang yang secara langsung
dipergunakan untuk ‘operasi

pertambangan minyak dan gas bumi
yang meliputi eksplorasi, eks-
ploitasi, pengilangan, pengang-
kutan dan penjualan sampai dengan
depot dan atau sub depot
Pertamina sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1985 dan yang diperguna-
kan dalam eksplorasi dan eksploi-
tasi sumberdaya panasbumi untuk
pembangkitan energi/listrik;

adalah Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Negara
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971;

adalah Badan Hukum yang mengada-
kan kerjasama dengan Pertamina

- dalam pengusahaan pertambangan

Perusahaan,

minyak dan gas  bumi atau
pengusahaan sumberdaya panasbumi
yang manajemen operasionalnya di
tangan Pertamina;

adalah Pertamina atau Kontraktor;

Jaminan Tertulis, adalah’ jaminan secara tertulis

DJMGB,
DJBC ]

DJPI,

. ‘Kantor Pabean,

yang diberikan Pertamina kepada

DJBC yang memuat jaminan
kebenaran penggunaan, jaminan
ekspor kembali dan jaminan
kewajiban kepabeanan atas Barang
Operasi  Golongan II sesuai

ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

adalah Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi;

adalah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai;

‘adalah Direktorat Jenderal Perda-

gangan Internasional;

adalah Kantor Inspeksi Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.



(1)

¥a)

Pasal 2 f

Barang Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf a terdiri dari

a. Barang Operasi Golongan I; yaitu Barang
Operasi yang atas impornya
tidak dipungut lagi Bea ~Masuk
dan Pajak dalam rangka impor
sesuai Pasal 15 huruf d
Undang-undang Nomor 8 Tahun
1971 dan sesuai Pasal 4 ayat
(2) Keputusan Presiden Nomor
49 Tahun 1991;

b. Barang Operasi Golongan II, yaitu Barang Ope-
rasi yang diimpor berdasarkan
Pasal 9 dan Pasal 26 Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1995,
dengan Jaminan Tertulis seba-
gaimana tercantum dalam Lam-
piran I Keputusan Bersama ini.

Impor Barang Operasi Golongan II sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan
menyerahkan Jaminan Tertulis dari Pertamina.

Impor Barang Operasi Golongan II sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat disertai suku
cadang dalam jumlah yang wajar sesuai
standar/manual mesin/peralatan yang diimpor dan
tercantum dalam RIB/ML yang bersangkutan.

Barang Operasi Golongan II wajib diekspor
kembali atau dikirim ke Kawasan Berikat Daerah
Industri Pulau Batam paling lambat pada tanggal
izin penggunaannya jatuh tempo atau telah
selesai dipergunakan sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Barang Operasi Golongan II tidak
diekspor kembali atau dikirim ke Kawasan Berikat
Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud pada °
ayat (4), wajib dibayar Bea -Masuk dan Pajak
dalam rangka impor serta denda administrasi
sebesar 1 (satu) kali Bea Masuk yang seharusnya
dibayar yang menjadi beban Perusahaan
bersangkutan.

Penagihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam
rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh DJBC kepada Pertamina.

Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
dibayar Perusahaan dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
selesainya fasilitas penangguhan.



(8) Dalam hal Perusahaan belum melaksanakan
pembayaran dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan, dikenakan bunga atas tagihan sesuai
ketentuan yang berlaku.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG OPERASI

Pasal 3

(1) Sebelum melaksanakan ifmpor, Perusahaan menyusun
Rencana Impor  Barang atau Masterlist,
selanjutnya disebut RIB/ML dalam rangkap 6
(enam), yang memuat uraian Barang Operasi untuk
jangka waktu 3 (tiga) bhulan dan menyampaikannya
kepada DJMGB dengan ketentuan bagi Kontraktor
menyampaikan tembusan kepada Pertamina. '

P (2) Penyusunan RIB/ML sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan mengutamakan apresiasi
penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.

(3) RIB/ML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perincian penggolongan Barang Operasi dengan
mencantumkan jenis, jumlah, harga, tujuan
pemakaian dan lokasi penggunaan Barang Operasi
-yang bersangkutan. :

(4) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau
pejabat yang ditunjuk menandasahkan RIB/ML
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 2 . (dua) minggu
setelah diterimanya RIB/ML yang bersangkutan dan
mengirimkannya kepada DJBC, dengan tembusan
kepada Perusahaan.

(5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah diterimanya RIB/ML sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Bea
dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Menteri Keuangan memberikan fasilitas kepabeanan
atas Barang Operasi sesuai RIB/ML yang
bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-
undangan kepabeanan yang berlaku.

(6) Terhadap RIB/ML yang telah diberikan fasilitas
kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
DJBC mendistribusikan RIB/ML yang bersangkutan
kepada DJMGB, Pertamina, Kantor Pabean pemasukan
dan Kontraktor dengan tembusan kepada Pertamina.

(7) RIB/ML yang telah ditandasahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan (5) mempunyai masa
berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal
ditandasahkan.

(8) Perusahaan dapat mengajukan perpanjangan masa
~ berlaku RIB/ML sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dengan mengemukakan alasan-alasan.
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(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal terdapat perbedaan penggolongan Barang
Operasi, DJBC menyerahkan kembali RIB/ML yang
bersangkutan kepada DJMGB untuk dilakukan
peninjauan kembali.

Pasal 4

Ketentuan terhadap barang yang telah diatur tata
niaga impornya, tidak berlaku atas impor Barang

- Operasi Golongan II. - -

Dalam hal terdapat impor Barang Operasi Golongan
I yang mwmerupakan barang bekas pakai dan atau
diatur tata niaga impornya, Perusahaan wajib
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur
Jenderal Perdagangan Internasional.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu setelah diterimanya permohonan
persetujuan secara lengkap dan benar, Direktur
Jenderal Perdagangan Internasional atau pejabat
yang ditunjuk wajib memberikan keputusannya.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Direktur Jenderal Perdagangan
Internasional atau pejabat yang ditunjuk belum
memberikan keputusannya, permohonan dianggap

"telah disetujui.

Persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan
Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diperlukan dalam hal impor Barang Operasi
Golongan I dilakukan oleh pelaksana impor yang
ditunjuk.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan impor Barang Operasi,
Perusahaan wajib mengajukan Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) yang ditandatangani oleh Pertamina
atau Kontraktornya atau pejabat yang ditunjuk
atas nama Pertamina dengan Surat Kuasa yang sah,
dilampiri* dokumen pelengkap pabean lainnya
kepada Kantor Pabean pemasukan, dengan
mencantumkan Nomor dan Tanggal penandasahan
RIB/ML dan Kode Identifikasi Material yang telah
disahkan dan atau Copy RIB/ML yang bersangkutan.

Pengajuan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan sebelum Barang Operasi yang
bersangkutan tiba di pelabuhan tujuan dan dapat
dilakukan melalui media elektronik.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu setelah diterimanya dokumen impor secara
lengkap dan benar, Kantor Pabean setempat
melaksanakan penyelesaian impor Barang Operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 6

Perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi
impor Barang Operasi secara berkala 3 (tiga) bulan
sekali kepada DJMGB dan DJBC dengan tembusan

Pertamina sesuai bentuk laporan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bersama ini.
J
Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat rencana impor Barang Operasi
yang tidak tercantum dalam RIB/ML, Perusahaan
wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan
penambahan RIB/ML sesuai tatacara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam hal terjadi keadaan darurat (emergency)
' yang memerlukan impor Barang Operasi, Perusahaan
wajib mengajukan permohonan dalam bentuk invoice
atau proforma invoice kepada DIJMGB  untuk
ditetapkan penggolongan Barang Operasinya.

(3) Perusahaan dapat melaksanakan impor  Barang
Operasi pada Kantor Pabean setempat, setelah
mendapatkan penetapan penggolongan Barang
Operasi dari DJMGB. ‘

(4) Perusahaan wajib wmenyampaikan laporan kepada
DJBC dan DJMGB dengan tembusan Pertamina
mengenai pelaksanaan impor Barang Operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

DJMGB wajib menggunakan jasa Surveyor yang ditunjuk
- Pemerintah dalam rangka pelaksanaan . proses
pengesahan RIB/ML. '

T
L BAB III
e PENGGUNAAN, PEMINDAHAN, PENGALIHAN DAN PERPANJANGAN
BARANG OPERASI GOLONGAN II

Pasal 9

(1) Barang Operasi Golongan II dipergunakan dalam
lokasi sebagaimana tercantum dalam RIB/ML untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal PIB
dan dapat diperpanjang penggunaannya 2 (dua)
kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan jangka waktu penggunaan Barang
Operasi Golongan II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perusahaan menyampaikan permohonan
perpanjangan kepada Kepala Kantor Pabean
setempat dengan mengemukakan alasan-alasan dan
bukti-bukti antara lain kontrak kerja yang masih
berlaku atau Letter of Intent (LI), selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo -
dengan tembusan kepada DJBC, DJMGB dan Pertamina.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu sebelum jatuh tempo, Kepala Kantor Pabean
setempat wajib memberikan keputusannya.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Kepala Kantor Pabean setempat
belum memberikan keputusannya, permohonan
perpanjangan dianggap telah disetujui.

Dalam hal PIB dibuat :di Kawasan Berikat Daerah
Industri Pulau Batam, keputusan perpanjangan
penggunaan Barang Operasi Golongan II dapat
dilakukan oleh Kantor Pabean tempat penggunaan,
dan tembusan disampaikan kepada Kantor Pabean
Batam.

Pasal 10

Perpanjangan jangka waktu penggunaan Barang
Operasi Golongan II yang melebihi jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
diberikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat
rekomendasi DJMGB.

Sebelum diberikannya persetyjuan perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan
dengan persetujuan Pertamina menyampaikan
permohonan perpanjangan kepada DJBC melalui
Kantor Pabean setempat dengan mengemukakan
alasan-alasan dan bukti-bukti  antara lain
kontrak kerja yang masih berlaku atau Letter of
Intent (LI) dengan tembusan DJMGB, ‘dalam jangka
waktu _ selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum
jatuh tempo. "

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah diterimanya tembusan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJMGB wajib
menyampaikan rekomendasi kepada DJBC.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah diterimanya permohonan, Kantor
Pabean setempat menyampaikan pendapatnya kepada
DJBC.

Dalam jangka waktu sélambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah diterimanya permohonan dan
rekomendasi, DJBC wajib memberikan keputusannya.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) DJBC belum memberikan
keputusannya, permohonan pPerpanjangan dianggap
telah disetujui.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Pasal 11

Dalam hal terdapat pemindahan 1lokasi Barang
Operasi Golongan II, Perusahaan setelah mendapat
persetujuan Pertamina menyampaikan permohonan
pemindahan kepada Kepala Kantor Pabean setempat
dengan tembusan kepada Kantor Pabean tujuan dan’
DJMGB atau dalam hal PIB Barang Operasi Golongan
II didaftarkan di Kantor Pabean Batam, tembusan
permohonan dlsampalkan juga kepada Kantor Pabean
Batam.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan Perusahaan dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan
pemindahan.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah diterimanya permohonan, Kepala
Kantor Pabean wajib memberikan keputusannya dan
dalam hal PIB didaftarkan di Kantor Pabean
Batam, tembusan keputusan disampaikan Jjuga ke
Kantor Pabean Batam.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Kepala Kantor Pabean belum
memberikan keputusannya, permohonan pemindahan
dianggap telah disetujui.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak
tanggal diterimanya keputusan, Perusahaan tidak
melaksanakan pemindahan Barang Operasi Golongan
II, keputusan pemlndahan dinyatakan batal dan
tldak berlaku.

Pasal 12

Dalam hal terjadi keadaan darurat (emergencY),
Perusahaan dapat melaksanakan pemindahan 1lokasi
Barang Operasi Golongan II.

Pemindahan lokasi Barang Operasi Golongan 1II
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), wajib
diberitahukan kepada Kantor Pabean setempat
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
dilaksanakan pemindalian.

Pasal 13

Dalam hal terdapat pemindahan tanggung jawab
atas Barang Operasi Golongan II, Perusahaan
terlebih dahulu wajib wmengajukan permohonan
persetujuan kepada DJMGB dengan melampirkan

a. Persetujuan Pertamina;

b. Perjanjian pengalihan tanggung jawab disertai
daftar Barang Operasi yang bersangkutan;

c. Copy PIB;

d. RIB/ML yang telah ditandasahkan.
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(2) Setelah diadakan penelitian, dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah
diterimanya permohonan, DJMGB menerus sampaikan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada DJBC.

(3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) .
minggu setelah diterimanya permohonan, DJBC
memberikan keputusannya dengan tembusan .kepada
DIJMGB dan Pertamina.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) DJBC belum membperikan
keputusannya, permohonan pemindahan tanggung
jawab dianggap telah disetujui.

Pasal 14

(1) Pengangkutan Barang Operasi Golongan II uyntuk
pemindahan 1lokasi dilakukan dengan menggunakan
Formulir BC.1.2. sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Keputusan Bersama ini.

(2) Pada tempat kedatangan Barang Operasi Golongan
II, Perusahaan mengajukan PIB pengganti kepada
Kkantor Pabean setempat.

~(3) Dalam hal pengangkutan Barang Operasi Golongan
II untuk pemindahan lokasi yang PIB diajukan
pada Kantor Pabean Batam, .dilaksanakan dengan
copy PIB bersangkutan yang telah ditandasahkan
Kantor Pabean. Batam dan pada Kantor Pabean
tujuan tidak diperlukan PIB pengganti.

BAB IV
PENYELESAIAN EKSPOR KEMBALI
BARANG OPERASI GOLONGAN II

Pasal 15

Pelaksanaan ekspor kembali Barang Operasi Golongan
IT dilakukan oleh Perusahaan dengan mengajukan
pemberitahuan’ disertai Pemberitahuan Ekspor Barang
Tertentu (PEBT) kepada Kantor Pabean setempat dengan

melampirkan PIB atau PIB Pengganti.

Pasal 16

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah pelaksanaan ekspor kembali Barang
Operasi Golongan II, Perusahaan wajib wmenyampaikan
laporan realisasi ekspor kembali Barang Operasi
Golongan II sesuai bentuk laporan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Bersama ini
kepada DJMGB dan DJBC dengan tembusan Pertamina.
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BAB \
TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG OPERASI
DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

Pasal 17

Pemasukan Barang Operasi dari luar wilayah : pabean
Indonesia atau daerah pabean Indonesia lainnya yang
belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya kedalam
Kawasan Berikat Daerah- Industri Pulau Batam,
dilaksanakan dengan mempergunakan Formulir E/B2Z
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan
Bersama ini dan dengan dilengkapi dokumen pelengkap
pabean.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan pemasukan Barang Operasi
kedalam -daerah pabean Indonesia dari. Kawasan
Berikat Daerah Industri Pulau Batam, pengajuan
pemberitahuan pabean dapat dilakukan pada Kantor
Pabean setempat atau Kantor Pabean tujuan.

(2) Dalam hal pemasukan Barang Operasi dilaksanakan
pada Kantor Pabean Batam, Perusahaan
menyampaikan PIB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), dengan melampirkan Formulir
E/BZ dan mencantumkan Nomor dan Tanggal
penandasahan RIB/ML serta Kode Identifikasi
Material yang telah disahkan.

(3) Dalam hal pemasukan Barang Operasi dilaksanakan
pada Kantor  Pabean, tujuan, - Perysahaan
menyampaikan PIB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), dengan melampirkan Formulir
BC.1.2. dan mencantumkan Nomor. dan Tanggal
penandasahan RIB/ML dan Kode Identifikasi
Material yang telah disahkan. :

Pasal 19

(1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu setelah diterimanya PIB secara lengkap
dan benar atas Barang Operasi Golongan I, Kantor
Pabean setempat melaksanakan penyelesaian impor
sesuai peraturan perundang-undangan  yang
berlaku.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah diterimanya PIB secara lengkap
dan benar atas Barang Operasi Golongan II,
Kantor Pabean melaksanakan penyelesaian impornya
sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. : '
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Pasal 20

(1) Pengangkutan Barang Operasi Golongan II yang
dimasuykkan melalui Kawasan Berikat Daerah
Industri Pulau Batam yang telah dilaksanakan
penyelesaian impornya pada Kantor Pabean Batam,
dilakukan dengan copy PIB yang bersangkutan yang
telah ditandasahkan Kantor Pabean Batam yang di--
pergunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan.

(2) Pada Kantor Pabean -tujuan penggunaan Barang
Operasi Golongan II, tidak diperlukan PIB
pengganti.

(3) Perusahaan wajib melaporkan diterimanya Barang
Operasi Golongan II di 1lokasi pengunaannya,
kepada Kantor Pabean tujuan.

‘ (4) Pengangkutan Barang Operasi Golongan ITI yang
dimasukkan melalui Kawasan Berikat Daerah
Industri Pulau Batam yang penyelesaian impornya
dilaksanakan pada Kantor Pabean tujuan, dilaku-
kan dengan dokumen pelindung Formulir BC.1.2.

Pasal 21

(1) Barang Operasi Golongan II yang telah selesai
dipergunakan sebelum jatuh tempo atau izin
penggunaannya telah jatuh tempo dapat dikirim

o kembali ke Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau
€0 Batam.

(2) Pengiriman kembali Barang Operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mengajukan permohonan dan PEBT ‘kepada Kantor
Pabean setempat. :

R (3) Pemasukan Baréng Oper531 di Kawasan Berikat
R Daerah Industri Pulau Batam, dilaksanakan dengan
: pengisian Formulir E/BZ.

(4) Pengiriman kembali Barang Operasi Golongan II
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap
telah diekspor kembpali.

Pasal 22

(1) Perusahaan setelah mendapat persetujuan
Pertamina dapat memasukkan Barang Operasi
Golongan I kedalam Daerah Industri Pulau Batam
untuk tujuan penyimpanan, dengan menyampaikan
Surat Pemberitahuan sesuai bentuk sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Bersama
ini kepada Kantor Pabean Batam.

(2) Perusahaan menyampaikan pemberitahuan
pengeluaran Barang Operasi Golongan I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor
Pabean Batam dengan - dilampiri persetyujuan
Pertamina dan copy Surat Pemberitahuan.



(1)

(2)

(3)
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(2)

(3)

(4)
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BAB VI
PERBAIKAN DAN PENUKARAN BARANG
OPERASI GOLONGAN I KELUAR NEGERI

Pasal 23

Perusahaan dapat mwmengirimkan Barang Operasi
Golongan I ke luar negeri atau ke Kawasan
Berikat @ Daerah 1Industri Pulau Batam untuk’
perbaikan atau penukaran karena salah kirim
dengan terlebih dahulu mengajukan perinohonan
persetujuan dengan menyampaikan PEBT yang
dilengkapi catatan méngenai keadaan barang yang
bersangkutan kepada Kantor Pabean setempat,
dengan tembusan kepada DJMGB, DJBC dan
Pertamina.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari kerja, Kepala Kantor Pabean setempat
memberikan persetujuan perbaikan atau penukaran
Barang Operasi Golongan I sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan menggunakan PEBT sesuai
tatalaksana ekspor yang berlaku.

Pemasukan Barang Operasi Golongan I sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke Kawasan Berikat Daerah
Industri Pulau Batam dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk Kawasan  Berikat
Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 24_

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah tanggal izin diberikan, Perusahaan
wajib memasukkan kembali Barang Operasi Golongan
I yang telah d1perba1k1 ke dalam daerah pabean
Indonesia. }

Untuk memasukkan kembali Barang Operasi Golongan
I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan
wajib mengajukan perubahan RIB/ML yang menunjuk
pengesahan RIB/ML yang lama dan pada saat barang
masuk dilengkapi dengan PIB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1), dilampiri  copy
persetujuan pengiriman keluar negeri dari Kantor
Pabean setempat.

Perubahan RIB/ML sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib memuat nama barang yang diperbaiki
dengan menyebutkan nilai tambah atas barang yang
bersangkutan.

Dalam hal Barang Operasi Golongan I yang .telah
diperbaiki dimasukkan kedalam Kawasan Berikat
Daerah Industri Pulau Batam, Perusahaan wajib
menyampaikan copy PEBT dan dilaksanakan dengan
mempergunakan Formulir E/BZ.
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Pasal 25

(1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah tanggal izin diberikan, Perusahaan
wajib memasukkan kembali Barang Operasi Golongan
I yang telah dilakukan penukaran ke dalam daerah .
pabean Indonesia.

(2) Untuk memasukkan kembali Barang Operasi Golongan
I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan
wajib mengajukan PIB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dengan melampirkan copy
persetujuan keluar negeri dari Kantor Pabean
setempat dan copy pengesahan RIB/ML.

(3) Dalam hal Barang Operasi Golongan I yang telah
ditukar dimasukkan kedalam Kawasan Berikat
Daerah Industri Pulau Batam, Perusahaan wajib
menyampaikan copy PEBT dan dilaksanakan dengan
mempergunakan Formulir E/BZ.

Pasal 26

Pemasukan kembali Barang Operasi Golongan I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 ke dalam
daerah pabean Indonesia atau Kawasan Berikat Daerah
Industri Pulau Batam, dilaksanakan sesuai ketentuan
kepabeanan yang berlaku.

.BAB VII
HIBAH, PENGALIHAN DAN PENJUALAN
BARANG OPERASI

Pasal 27~_

Hibah atau penjualan oleh Pertamina kepada pihak
lain atas Barang Operasi Golongan I, dikenakan Bea
Masuk dan Pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pasal 28

Pengalihan status Barang Operasi Golongan II menjadi
asset pihak 1lain, dikenakan Bea Masuk dan Pajak
dalam rangka impor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Hibah atau penjualan atau pengalihan status Barang
Operasi Golongan II yang merupakan barang bekas
pakai dan atau diatur tata niaga impornya, wajib
terlebih dahulu mendapatkan izin dari DJPI.



Pasal 30

Hibah atau penjualan atau pengalihan status Barang
Operasi, dapat dilaksanakan setelah dilunasi
pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor
sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PFNYELESAIAN BARANG OPERASI GOLONGAN II
KARENA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 31

Barang Operasi Golongan II yang hilang dalam sumur
(Lost in Hole) atau tidak dapat diekspor ke 1luar
daerah pabean Indonesia atau dikirim kembali ke
Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam karena
keadaan memaksa (force majeure), tidak dikenakan Bea
Masuk dan Pajak dalam rangka impor.

Pasal 32

(1) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, wajib diberitahukan
oleh Perusahaan kepada Kantor Pabean setempat
dengan tembusan kepada DJBC, DJMGB dan
Pertamina dalam jangka waktu selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan
memaksa.

(2) Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya
1 (satu) bulan setelah  terjadinya keadaan
memaksa (force majeure), wajib mengajukan
permohonan pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam
rangka impor kepada Menteri Keuangan melalui
Kantor Pabean setempat lengkap dengan dokumen
pendukungnya. : -

(3) Kantor Pabean setempat dalam jangka waktu
selambat -lambatnya 2 (dua) minggu setelah
diterimanya permohonan pembebasan Bea Masuk dan
Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyampaikan rekomendasi kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Dalam Jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah diterimanya permohonan pembebasan
Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama
Menteri Keuangan wajib memberikan keputusannya.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) DJBC belum memberikan
keputusannya, permohonan pembebasan Bea Masuk
dan Pajak dalam rangka impor dianggap telah
disetujui.



Pasal 33

Dalam hal Perusahaan menyampaikan laporan keadaan
memaksa (force majeure) setelah lewat jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1),
Perusahaan wajib membayar Bea Masuk dan Pajak dalam
rangka impor sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 34
Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, terhadap

RIB/ML yang telah ditandasahkan tetap berlaku dan
penyelesaian impornya dilaksanakan sesuai Keputusan
Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 35
Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka

1. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan
Energi, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan
Nomor 2618 K/11/M.PE/1985; 947/KMK.05/1985;
1068/Kpb/XII/1985 tanggal 5 Desember 1985;

2. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan
Energi, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan
Nomor 2619 K/11/M.PE/1985; 948/KMK.05/1985;
1069/Kpb/X11/1985 tanggal 5 Desember 1985;

3. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan
Energi, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan
Nomor 0266 K/03/M.PE/1988; 334/KMK.05/1988; 63
B/Kpb/I1/1988 tanggal 29 Pebruari 1988;

beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi
pelaksanaan Keputusan Bersama ini, akan diatur oleh
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai baik secara bersama maupun
sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing.
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Pasal 37

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
penempatan Keputusan Bersama ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia. : '

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 1997

RI PERTAMBANGAN

) MENTERI PERINDUSTRIAN MENTERI KEUANGAN, MENTE
(TR PERDAGANGAN, N 9

St “f"
ﬂ0®”¢

P
s

XRIWIBOWO MAR“TE MUHAMMAD



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 24G/MPP/Kevn/7/1997
TANGGAL : 7 Juli 1997

GAMBAR TANDA TERA TAHUN 1998

Tauda Sah
Ukuran: 6 mm, 4 mm dan 2 mm

[ berisi zingka arab

--...yang menunjukkan |
kode Latéoratorium
Unit h‘etrologi]

: .
]
b J
Tanda Daerah

Ukuran : a b

8 mm 5 mm
4 mm 3 mm

T_' TE s

[ Berisi huruf latin yang
menunjukkan kode

Pegawai Yang Berhak ]

Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran: 8 mm, 5 mm, dan 4 mm

Tanda Batal
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm

Tanda Jaminan
Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm

- .

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




Nomor
Lampiran

Perihal

Lampiran I
Keputusan Bersama Menteri Pertambangan

dan Energi, Menteri Keuangan dan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor ¢ 1122,.K/92/M.PE/1997
121/KMK.01/1997
251 /MPP/Kep/7/1997

Tanggal : 18 Juli 1997

Jakarta
Yang terhormat

Jaminan Tertulis Direktur Jenderal Bea dan
Cukai
di
Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf e dan
Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan
Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri
Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : tanggal

kami yang bertanda tangan dibawah ini bertindak
untuk dan atas nama Pertamina '

Nama : '

Jabatan : Direktur Utama Pertamina
NPWP :

Alamat : Jl. Medan Merdeka Tlmur No. 1

Jakarta
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Pertamina dan atau Kontraktornya menjamin
akan kebenaran penggunaan Barang Operasi Golongan
IT sesuai dengan tujuan dan lokasi penggunaannya
sebagaimana telah diberitahukan dan ditetapkan
dalam RIB/ML.:

2. Pertamina dan atau Kontraktornya menjamin akan
malaksanakan ekspor kembali Barang Operasi
Golongan II keluar daerah pabean Indonesia atau
mengirimkannya ke Kawasan Berikat Daerah Industri
Pulau Batam paling lambat pada tanggal izin
penggunaannya jatuh tempo atau setelah izin
perpanjangan penggunaannya jatuh tempo atau telah
selesai "dipergunakan sebelum jatuh tempo.

3. Pertamina dan atau Kontraktornya akan membayar
dan melunasi Bea Masuk dan Pajak dalam rangka
impor serta denda administrasi sebesar 1 (satu)
kali Bea Masuk atas Barang Operasi Golongan 1II
yang tidak diekspor kembali keluar daerah pabean
Indonesia atau tidak mengirimkannya ke Kawasan
Berikat Daerah Industri Pulau Batam paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal selesainya
fasilitas penanqquhan



4. Jaminan Tertulis ini berlaku untuk seluruh PIB
Barang Operasi Golongan II yang didaftarkan pada
Kantor Pabean dan pada saat dilaksanakannya impor
ke dalam daerah pabean Indonesia sampai dengan 30
(tkiga  puluh) hari sejak tanggal selesainya
fasilitas penangguhan.

5. Apabila kami tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
pernyataan tersebut di atas, maka kami sanggup
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan
sebenarnya.

PERTAMINA

Direktur Utama,

Rp.z-ooo;-

- e e - e - -

‘Tembusan Yth.: :

Menteri Pertambangan dan Energi

Menteri Keuangan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Jenderal Perdagangan Internasional

G d W

T. ARIWIBOWO
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Lampiran v .

Keputusan Bersama Menteri Pertambangan

dan Energi, Menteri Keuangan dan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor ¢ 1122,K/92/M.PE/1997
321/KMK.Q1/1997

251/MPP/Kep/7/1997
18 Juli 1997

Tanggal

"FTORMULIR MODEL E/BZ

1. Nama dan Alamat Pemasok

3.No. Daflar 2: Tanggal :
4. No. PU Tanggal :
5.No.Pos PU :

2. Nama dan Alamat Pemilik Barang :

6. Pelabuhan Muat

7. Negara Muat Barang :

8. Nama Alat Angkut :

14. Tujuan Pemasukan

A. Dipergunakan/Dipakai

9. No. Voy:lg{:/l" light :

B. Ditimbun scientara tanpa diolah

C. Diolah

10, Nama dan Alamat Agen Pelayaran/Penerbangan

D. Diperbaiki

1. No..BL/AWD Tanggal 15.Bruto: | 16. Netto: | 17. Volume : .18, Nilai :
12. No. Invoice _ ’l'nng@l :

No. Packing List : Tanggal :

19. ] 20. 21, 22 23. 24. | 25 26. 27 28.

No. | MerckKoli No. Koli  Jml. Koli  Jenis Koli E:u Uraian Barang Jumlah | Nilai | Negara Asal

29. Kcterangan Pabean

30. KEPALA SUBSEKRS]T PENDOK

Tgl/Jam ;

N L s

31. KEPALA SUBSEKS]I HANGGAR

Setuju Dikeluarkan
TegllJam :

32, PEMILIK BARANG 33. PENGUSATA

Dengan ini says
menyatakan hal-hal yang
diberitahukan dalam

pemberitahuan ini adalnh
benar  dan  berlanggung
juwab atasnya.

Disahkan

..................................................

T

PR v

R S,



. “
(2)
FORMULIR E/BZ
LANJUTAN : No. DAFTAR 2 : TANGGAL :
19. |20 21, 22. 23 4. |2 26. 27. 28.
No. | Merek Koli No. Koli  Jml. Koli Jenis Koli | No. | Uraian Barang Jumlah | Nilai | Negara Asal
Urut
|
* .
i
E 29. Kelerangan Pabean : '
g
30. PEMILIK BARANG 31. PENGUSAHA
L
3
8




Laﬁ\piran Vi

Keputusan Bersama Menteri Per
dan Energi, Menteri Keuangan

Menteri Perindustrian

dan Perdagangan

Nomor : 1122.K/92/M.PE/1997
321/KMK.01/1997
251/MPP/Kep/7/1997

Tanggal : 18 Juli 1997

SURAT PEMBERITAHUAN
1. Nama dan Alamat Pemasok : 3. No. Dalar 2 : Tanggal :
No. Model C : Tanggal :
2. Nama dan Alamat Pemilik Barang :

3. Pelabuhan Muat :

6. Nama Alat Pengangkut :

7. No. Voyage/Flight :

8. Agen Pclayaran/Penerbangan :

10. Tujuan Pemasukan :

A. DipergunakawDipakai

B. Ditimbun scimentara tanpa diolah
C. Diolah

D. Diperbaiki

9. No. BL/AWB : Tanggal : 11.Bruto: | 12, Netto: | 13. Volume :
14 [ 15, 16. 7. Is. 19. | 20. 2. 2.
No | Merck Koli No. Koli  Jml. Koli Jns. Koli | No. | Uraian Barang Jumlah | Negara Asal

Urul

23. Kelerangan Pabean :

24. KEPALA SUBSEKSI PENDOK

TglJam ;

...............................

...............................

25. KEPALA SUBSEKSI HANGGAR

Setuju dikeluarkan
Tgl/Jam :

..................................

26. PEMILIK BARANG

Dengan ini saya menyatakan
hal-hal yang diberitahukan
dalam pemberitahuan  ini
adalah .  benar dan
bertanggung jawab atasnya.
Pulau Batam, Tgl. ....... 19...
Pemilik Barang

27.
PENGUSAHA

Disahkan

tambangan




(2)

SURAT PEMBERITAHUAN
LEMBAR LANJUTAN : NO. DAFTAR : TANGGAL :
14. | 15. 16. 17. 18, 19. |20. 21, 22,
No { Merek Koli ~ No.Koli  Jml. Koli Ins. Koli | No. | Uraian Barang Jumlah | Ncgara Asal
Urut g
23. Ke(erangari Pabean :
26. PEMILIK BARANG : 27. PENGUSAHA

MEN’I\(ERI PERTAMBANGAN
DAN E{ERGI,
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34. PUMPS, OTHER TYPES
KT J—

36. HOISTING AND LIFTING EQUIPMENT

37. ROAD MAKING & EXCAVATING & CONTRUCTION EQUIPMENT
38. MINING EQUIPMENT

L] J— |

40. REFINERY PLANTS AND COMPONENTS

41. CHEMICAL INDUSTRIAL EQUIPMENT

42. AUXILLIARY PLANTS AND COMPONENTS

43. PLANT ELEMENTS AND PARTS

d44. PACKING PLANT AND APPARATUS

C. TRANSFORTATION

45. MOTOR-CARS (EUROPEON)

46. MOTOR-CARS (OTHER THAN EUROPEON)
47.TRUCKS AND BUSES (EROPEON)

48. TRUCKS AND BUSES (OTHER THAN EUROPEON)
49. TRACTORS AND TRAILERS

$0. TRACTORS AND TRAILERS

51. LOCOMOTIVES, CARS AND RAIL EQUIPMENT
§2. <-oemeeee '

53. MARINE AND OFFSHORE INSTALLATIONS

S A

55. VEHICLES AND VEHICLE ACCESSORIES (NOS)
56. GARACE AND RETAIL OUTLET EQUIPMENT

57. AIRCRAFT AND AIRCRAFT FUELLING EQUIPMENT

D. MACHINERY ACCESSORIES AND INSTRUMENT

$8. MACHINERY ACCESSORIES AND TRANSMISSIONS
59. PROCESS INSTRUMENT, SPARE PARTS
60. PROCESS INSTRUMENT

E. BUILDINGS, TANKS, AND SHOP EQUIPMENTS -

61. BUILDING,STRUCTURES AND TANKS

62. MACHINE TOOLS WITH ATTACHMENT AND ACCESSORIES
63. PNEUMATIC TOOLS AND ACCESSORIES

64. GENERAL SHOP EQUIPMENT (INCLUDING WELDING)



F. ELECTRICAL

65. ELECTRIC POWER SOURCES .

66. ELECTRIC MOTOR, ACCESSORIES AND PARTS

67. SWITCH CONTROL GEAR AND ELECTRICAL INSTRUMENTS

68. WIRES, CABLES AND ACCESSORIES :

69. LAMPS, LIGHTING FITTINGS AND ACCESSORIES

70. CONDUIT & FITTINGS, FUSES & HOUSE INSTALLATION MATERIAL

71. TELECOMMUNICATION, ALARM & ELECTRONIC EQUIPMENT & PARTS
72. COMPUTERS, COMPUTER PERIPHERALS AND ACCESSORIES

G. TUBULAR GOODS, VALVES AND FITTINGS

73. HOSES AND HOSE CONNECTIONS
74. TUBULAR GOODS

75. COCKS AND VALVES

76. FITTING AND FLANGES

77. VALVES AND ACCESSORIES

H. BUILDING MATERIALS, METALS AND HARDWARE

78. METALS & NON-METALS IN BARS, PLATES,SHEETS,WIRE PRODUCTS
79. WIRE ROPES, CORDAGE CHAINS AND TACKLES

80. BUILDING MATERIAL AND BUILDERS HARDW

81. FASTENERS, ETC ‘

82, el

L TOOLS AND PACKING

83. SMALL TOOLS
84, —eemme-
85. JOINTING (GASKETS), INSULATING MATERIALS

J. PAINTS, OILS, CHEMICALS AND LABORATORY
‘—__l—*——___—__—

86. PAINTS, VARNISHES, ETC

87. OILS AND OIL PRODUCTS

88. ABRASIVES, POLISHES AND COMPOUNDS GENERAL
89. CHEMICALS

90. LABORATORY REQUISITES AND APPARATUS



